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[ PRAKATA ]

Buku ajar ini disusun sebagai respons atas kebutuhan mendalam terhadap
pemahaman yang terintegrasi antara dua domain krusial dalam tata kelola
negara, yaitu hukum dan kebijakan publik. Di tengah dinamika sosial dan
politik yang kian kompleks, pemisahan antara proses perumusan kebijakan
dan kerangka hukum yang melandasinya sering kali menjadi sumber
inefisiensi, tumpang tindih regulasi, bahkan delegitimasi tindakan
pemerintah. Urgensi untuk menjembatani kesenjangan konseptual ini menjadi
motivasi utama di balik penulisan buku ini. Mahasiswa, akademisi, dan
praktisi di bidang hukum maupun administrasi negara memerlukan sebuah
panduan yang tidak hanya memaparkan teori secara terpisah, tetapi juga
mengilustrasikan  bagaimana keduanya saling berkelindan, saling
memengaruhi, dan idealnya, saling menguatkan.

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk menyajikan sebuah
kerangka analisis yang komprehensif mengenai hukum kebijakan publik.
Pembahasan dimulai dari konsep-konsep paling fundamental, bergerak
menuju mekanisme prosedural pembentukan peraturan, hingga analisis kritis
terhadap dampak dan akuntabilitas kebijakan. Dengan membedah setiap
tahapan, mulai dari formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan
dalam perspektif norma hukum, buku ini diharapkan mampu membekali
pembaca dengan kemampuan untuk berpikir kritis dan sistematis. Pada
akhirnya, pemahaman yang utuh ini diarahkan untuk membentuk para
profesional yang tidak hanya cakap secara teknis dalam merancang peraturan,
tetapi juga memiliki kepekaan etis dan kesadaran akan prinsip-prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik.



[ KATA PENGANTAR ]

Kehadiran buku ajar "Hukum Kebijakan Publik" di hadapan para pembaca,
khususnya mahasiswa, merupakan sebuah upaya kecil untuk
menyumbangkan pemikiran dalam diskursus ketatanegaraan di Indonesia.
Penulis menaruh harapan besar agar buku ini tidak sekadar menjadi bahan
bacaan wajib untuk memenuhi satuan kredit semester, melainkan menjadi
pemicu dialog dan pemikiran kritis mengenai bagaimana negara ini dikelola
melalui instrumen kebijakan yang berlandaskan hukum. Semoga setiap bab
yang tersaji dapat membuka wawasan baru dan mendorong pembaca untuk
tidak hanya menjadi konsumen pasif dari kebijakan, tetapi juga agen
perubahan yang aktif dan konstruktif.

Penyelesaian buku ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak.
Penulis menghaturkan terima kasih yang tulus kepada rekan-rekan akademisi
yang telah memberikan masukan berharga, para praktisi yang berbagi
pengalaman lapangan, serta seluruh mahasiswa yang dengan antusiasme dan
pertanyaan-pertanyaan kritisnya senantiasa menjadi sumber inspirasi.
Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada keluarga yang
telah memberikan dukungan moril dan pengertian selama proses penulisan
yang menyita waktu. Akhir kata, penulis menyadari bahwa buku ini masih
jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang
membangun akan diterima dengan lapang dada demi perbaikan di masa

mendatang.
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BAB

PENGANTAR DAN KONSEP
DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan definisi, elemen-elemen kunci, dan ruang lingkup studi
kebijakan publik secara komprehensif.

Mengidentifikasi berbagai pengertian kebijakan publik yang dikemukakan
oleh para ahli dan menyintesiskannya.

Menganalisis sejarah perkembangan dan evolusi teori-teori utama dalam
studi kebijakan publik.

Membedakan antara teori sistem dengan model-model perumusan

kebijakan yang ada.

5. Menjelaskan posisi kebijakan publik dalam perspektif ilmu hukum.

6. Membedakan secara konseptual antara kebijakan, hukum, dan peraturan.

7. Menganalisis relevansi dan urgensi studi hukum dalam memahami proses
kebijakan publik.

Pendahuluan

Pernahkah Anda mempertanyakan mengapa pemerintah memutuskan

untuk membangun jalan tol di satu wilayah tetapi tidak di wilayah lain? Atau,

apa yang menjadi landasan di balik program bantuan sosial bagi kelompok

masyarakat tertentu? Setiap tindakan atau ketiadaan tindakan yang dipilih



BAB

HUBUNGAN ANTARA HUKUM
DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan kedudukan fundamental hukum sebagai landasan legitimasi
bagi setiap kebijakan publik.

Menganalisis fungsi hukum sebagai instrumen yang membatasi
kewenangan pemerintah dalam proses kebijakan.

Menguraikan proses transformasi sebuah gagasan kebijakan menjadi
produk hukum yang formal dan mengikat.

Mengidentifikasi karakteristik norma hukum yang efektif dalam

mengintegrasikan tujuan kebijakan.

5. Menjelaskan proses internalisasi nilai-nilai publik ke dalam aturan hukum.

Menganalisis problematika dualisme antara logika kebijakan yang
tleksibel dan logika hukum yang kaku.
Membedakan fungsi-fungsi utama hukum dalam tahap implementasi

kebijakan, yaitu pengaturan, fasilitasi, dan penyelesaian sengketa.

Pendahuluan

Apakah hukum hanyalah sekumpulan pasal kaku yang tertulis dalam

kitab undang-undang tebal dan usang? Banyak yang memandang hukum

sebagai entitas statis, sebuah benteng pertahanan terakhir yang hanya



BAB

ASAS-ASAS UMUM PEMBENTUKAN
KEBIJAKAN DAN PERATURAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Membedakan antara asas-asas formal dan asas-asas materiil dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menjelaskan pentingnya asas kejelasan tujuan, kelembagaan, serta
kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam proses legislasi.

Menganalisis urgensi asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagai pilar
pembentukan kebijakan yang demokratis.

Mengidentifikasi asas-asas materiil yang bersumber dari falsafah bangsa,
seperti pengayoman, kemanusiaan, dan kebangsaan.

Menjelaskan konsep dan elemen-elemen dari Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Menganalisis penerapan asas kepastian hukum, kemanfaatan,
ketidakberpihakan, dan kecermatan dalam tindakan administrasi negara.
Menguraikan bagaimana AAUPB dapat digunakan sebagai alat uji untuk

mengontrol kebijakan dan keputusan pemerintah.



BAB

HIERARKI DAN FORMULASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan konsep dan urgensi hierarki peraturan perundang-undangan
dalam sistem hukum nasional.

Menguraikan perkembangan historis tata urutan peraturan perundang-
undangan di Indonesia.

Menganalisis secara kritis hierarki peraturan perundang-undangan
berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya.

Membedakan kekuatan mengikat dari setiap jenis peraturan perundang-
undangan, dari UUD 1945 hingga Peraturan Desa.

Menjelaskan prinsip-prinsip fundamental dalam penyelesaian konflik
norma, seperti lex superior derogat legi inferiori.

Mengidentifikasi teknik-teknik harmonisasi dan sinkronisasi peraturan,
baik secara vertikal maupun horizontal.

Menganalisis dampak negatif dari tumpang tindih aturan (regulatory

overload) terhadap kepastian hukum dan iklim investasi.



BAB

KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menganalisis fungsi legislasi yang dimiliki oleh lembaga perwakilan
rakyat di tingkat nasional.

Menjelaskan secara rinci peran dan proses keterlibatan DPR dalam
pembentukan Undang-Undang.

Mengidentifikasi kewenangan spesifik DPD dalam proses legislasi,
khususnya yang berkaitan dengan kebijakan daerah.

Menjelaskan mekanisme kerja prinsip check and balances antara lembaga
legislatif dan eksekutif.

Menguraikan kewenangan eksekutif, khususnya Presiden dan Menteri,
dalam menetapkan kebijakan publik.

Menganalisis dinamika hubungan antara Kepala Daerah dan DPRD dalam
proses pembentukan kebijakan di tingkat daerah.

Membedakan antara kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi

dalam konteks pemerintahan daerah.



BAB

TEKNIK PENYUSUNAN DAN
LEGAL DRAFTING KEBIJAKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan tahapan-tahapan kunci dalam proses perancangan peraturan
perundang-undangan atau legal drafting.

Menganalisis pentingnya identifikasi masalah dan penyusunan Naskah
Akademik sebagai landasan ilmiah sebuah kebijakan.

Mengidentifikasi dan menjelaskan anatomi atau struktur batang tubuh
sebuah peraturan.

Menjelaskan karakteristik utama bahasa hukum yang baku, presisi, dan
tidak menimbulkan multitafsir.

Menganalisis pilihan kata dan struktur kalimat normatif dalam
merumuskan klausul-klausul hukum.

Menguraikan mekanisme pembahasan, pengesahan, dan penomoran
sebuah rancangan peraturan hingga menjadi produk hukum.

Menjelaskan fungsi dan signifikansi pengundangan dalam Lembaran

Negara sebagai syarat formal berlakunya sebuah peraturan.



BAB

DISKRESI DAN
TINDAKAN PEMERINTAHAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan konsep dasar diskresi (freies ermessen) serta urgensinya dalam
penyelenggaraan administrasi negara modern.

Menganalisis syarat-syarat sah penggunaan diskresi oleh pejabat
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menguraikan relevansi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan dalam mengatur ruang lingkup dan prosedur
diskresi.

Membedakan antara keputusan administratif tertulis dan tindakan faktual
pemerintah dalam konteks kebijakan publik.

Menganalisis akibat hukum dari penyalahgunaan wewenang dalam
penggunaan diskresi.

Menjelaskan mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap
penggunaan kekuasaan diskresioner.

Membedakan konsep pertanggungjawaban jabatan dan

pertanggungjawaban pribadi dalam kasus kesalahan administrasi.



BAB

JUDICIAL REVIEW DI
MAHKAMAH KONSTITUSI

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menganalisis kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai
pengawal konstitusi dan penafsir akhir konstitusi.

Membedakan antara pengujian formil dan pengujian materiil undang-
undang terhadap UUD 1945.

Menjelaskan persyaratan kedudukan hukum (legal standing) bagi pemohon
dalam perkara pengujian undang-undang.

Menguraikan tahapan prosedur persidangan di Mahkamah Konstitusi
mulai dari pemeriksaan pendahuluan hingga pengucapan putusan.
Menganalisis karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat
erga omnes dan final and binding.

Menjelaskan implikasi putusan "inkonstitusional bersyarat" (conditionally
unconstitutional) terhadap keberlakuan sebuah kebijakan publik.
Mengevaluasi tindak lanjut yang harus dilakukan oleh legislator pasca

putusan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari kekosongan hukum.



BAB

JUDICIAL REVIEW DI
MAHKAMAH AGUNG

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan kewenangan konstitusional Mahkamah Agung dalam
melakukan hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang.

Membedakan secara presisi karakteristik, objek, dan dasar hukum
pengujian antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Menganalisis prosedur beracara dalam judicial review di Mahkamah Agung,
termasuk aspek tenggang waktu dan mekanisme pemeriksaan.
Mengidentifikasi objek pengujian yang valid bagi Mahkamah Agung, serta
membedakannya dari sengketa Tata Usaha Negara.

Menganalisis dampak yuridis dan sosiologis dari putusan Mahkamah
Agung yang membatalkan peraturan teknis seperti Peraturan Menteri atau
Peraturan Daerah.

Menjelaskan fenomena kekosongan hukum yang mungkin timbul pasca
putusan pembatalan dan strategi regulasi untuk mengatasinya.
Mengevaluasi efektivitas eksekusi putusan Mahkamah Agung oleh pejabat

administrasi negara dalam kerangka kepastian hukum.



BAB
10

ANALISIS DAMPAK
KEBIJAKAN PUBLIK (RIA)

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan konsep dasar, definisi, dan tujuan utama penerapan
Regulatory Impact Analysis (RIA) dalam siklus kebijakan publik.
Menerapkan metode identifikasi masalah regulasi yang sistematis untuk
menentukan akar penyebab kegagalan pasar atau kegagalan pemerintah.
Menganalisis urgensi konsultasi publik dalam proses RIA sebagai sarana
validasi data dan mitigasi resistensi kebijakan.

Menggunakan instrumen evaluasi dampak seperti Cost-Benefit Analysis
(CBA) untuk mengukur kelayakan ekonomi sebuah regulasi.

Membedakan antara analisis efektivitas (pencapaian tujuan) dan efisiensi
(penggunaan sumber daya) dalam evaluasi kebijakan.

Mengidentifikasi dan memitigasi risiko dampak sosial yang mungkin
timbul dari penerapan sebuah kebijakan baru.

Menganalisis tantangan dan strategi optimalisasi penerapan RIA dalam

sistem penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia.



BAB
11

GOOD GOVERNANCE DAN
AKUNTABILITAS KEBIJAKAN

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan konsep pergeseran paradigma dari government menuju
governance dalam pengelolaan negara.

Menganalisis prinsip-prinsip utama good governance meliputi transparansi,
penegakan hukum, dan responsivitas.

Membedakan secara kritis antara akuntabilitas politik dan akuntabilitas
hukum dalam penyelenggaraan kebijakan publik.

Menguraikan mekanisme pelaporan kinerja instansi pemerintah sebagai
bentuk pertanggungjawaban publik.

Menganalisis peran teknologi informasi dan E-Government dalam
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Menjelaskan konsep partisipasi bermakna (meaningful participation) sebagai
syarat legitimasi kebijakan.

Mengevaluasi efektivitas mekanisme dengar pendapat umum dalam

menyerap aspirasi masyarakat.



BAB
12

ETIKA DAN INTEGRITAS
DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menjelaskan konsep dasar etika publik dan urgensinya sebagai landasan
moral dalam perumusan dan implementasi kebijakan.

Menganalisis dilema etis yang sering dihadapi oleh pembuat kebijakan,
termasuk ketegangan antara utilitarianisme dan deontologi.
Mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik kepentingan (conflict of interest)
dan dampaknya terhadap objektivitas kebijakan.

Menganalisis modus operandi korupsi kebijakan, khususnya fenomena state
capture dan regulatory capture.

Menjelaskan strategi pencegahan korupsi melalui penguatan integritas
penyelenggara negara dan transparansi proses.

Menganalisis konsep keadilan sosial sebagai tujuan akhir kebijakan publik
dalam perspektif Pancasila.

Mengevaluasi kebijakan publik berdasarkan prinsip keberpihakan pada

kelompok rentan dan perlindungan hak asasi manusia.



BAB
13

STUDI KASUS KEBIJAKAN PUBLIK
DI INDONESIA

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menganalisis implementasi kebijakan lingkungan hidup di Indonesia,
khususnya terkait perizinan berusaha dan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (Amdal).

Mengidentifikasi akar permasalahan dalam sengketa lahan dan
mengevaluasi efektivitas kebijakan reforma agraria.

Mengevaluasi mekanisme penegakan hukum administrasi dalam kasus
pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Menganalisis fenomena Omnibus Law (UU Cipta Kerja) sebagai paradigma
baru dalam kebijakan ekonomi dan investasi.

Menjelaskan trade-off dalam kebijakan insentif pajak dan dampaknya
terhadap penerimaan negara.

Menganalisis tantangan dan strategi kebijakan perlindungan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi pasar global.
Mengevaluasi efektivitas kebijakan sosial dan kesehatan, termasuk
penanganan pandemi, sistem jaminan sosial, dan distribusi bantuan

pendidikan.



BAB
14

TANTANGAN DAN MASA DEPAN
HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1.

Menganalisis dampak disrupsi teknologi digital dan kecerdasan buatan
(Artificial Intelligence) terhadap paradigma hukum dan kebijakan publik.
Mengevaluasi urgensi perlindungan data pribadi sebagai hak fundamental
dalam lanskap kebijakan siber nasional.

Menjelaskan transformasi pelayanan publik melalui adopsi teknologi E-
Government dan tantangan kesenjangan digital yang menyertainya.
Menganalisis pengaruh globalisasi dan perjanjian internasional terhadap
kedaulatan regulasi domestik.

Mengidentifikasi standar-standar global dalam tata kelola pemerintahan
yang memengaruhi reformasi hukum nasional.

Memproyeksikan arah pembaruan hukum kebijakan publik menuju Visi
Indonesia Emas 2045.

Merumuskan strategi penguatan lembaga pengawas kebijakan untuk

menjamin akuntabilitas di masa depan.
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Buku Hukum Kebijakan Publik merupakan karya komprehensif yang mengkaji keterkaitan
erat antara hukum dan kebijakan publik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Buku ini
dirancang sebagai panduan akademik sekaligus referensi praktis bagi mahasiswa hukum,
administrasi publik, ilmu pemerintahan, serta praktisi dan pembuat kebijakan. Pembahasan
diawali dengan pengenalan konsep dasar kebijakan publik, termasuk definisi, ruang lingkup,
evolusi teori, serta perbedaannya dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, buku ini menguraikan bagaimana hukum menjadi landasan legitimasi, batas
kewenangan, sekaligus instrumen implementasi kebijakan publik. Dalam konteks normatif, buku
ini mengupas asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan kerangka
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022. Hierarki norma hukum, prinsip lex superior derogat legi inferiori, hingga teknik
harmonisasi regulasi dibahas secara sistematis untuk mencegah tumpang tindih aturan.

Buku ini juga menjelaskan kewenangan lembaga negara dalam pembentukan kebijakan,
termasuk peran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia, dan Presiden dalam fungsi legislasi dan regulasi. Dinamika pembentukan
kebijakan di tingkat daerah turut dianalisis melalui perspektif atribusi dan delegasi kewenangan.
Pada aspek pengawasan dan pengujian norma, buku ini membahas mekanisme judicial review di
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, termasuk
implikasi putusan yang bersifat erga omnes terhadap keberlakuan kebijakan publik. Diskresi
pemerintahan dan batasannya dianalisis berdasarkan rezim hukum administrasi negara. Lebih
lanjut, buku ini memperkenalkan konsep Regulatory Impact Analysis (RIA) sebagai instrumen
evaluasi kualitas regulasi, sekaligus menekankan pentingnya prinsip good governance,
akuntabilitas, partisipasi publik yang bermakna, serta integritas dalam proses Kebijakan.

Sebagai penguatan kontekstual, disajikan pula studi kasus kebijakan di Indonesia,
termasuk analisis terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan lingkungan hidup, sistem
jaminan sosial nasional, hingga kebijakan penanganan pandemi. Bagian akhir buku mengulas
tantangan hukum kebijakan publik di era digital, termasuk regulasi kecerdasan artifisial,
perlindungan data pribadi, serta proyeksi pembaruan hukum menuju Indonesia Emas
2045.Secara keseluruhan, buku ini tidak hanya memaparkan teori, tetapi juga menawarkan
pendekatan analitis dan aplikatif dalam memahami bagaimana hukum membentuk, membatasi,
dan mengarahkan kebijakan publik demi terwujudnya keadilan sosial dan tata kelola
pemerintahan yang baik.
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